Peranan Ombudsman Dalam Menyelesaikan Laporan Pungutan Liar Pada Bidang Pendidikan Di
Pemerintah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
BRYAN TAMBUNAN, Hendry Julian Noor, S.H.,M.Kn.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asmara, Galang, 2005, Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan
Negara Republik Indonesia, LaksBang PRESSindo, Jakarta.

Dwiyanto, Agus, 2005, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan
Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi, PT Bumi Aksara, Jakarta.

, 2002, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat Studi
Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus, Djamiati, Tatiek, Addink, G.H., Ten Berge, J.B.J.M, 2012,
Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta.

Halim, Abdul, Damayanti, Theresia, 2007, Teori dan Metode Pengawasan, PT.
Gramedia Pustaka, Jakarta.

Isharyanto, Johan, Sarnawa, Bagus, 2010, Etika Birokrasi dan Pelayanan Publik,
Laboratorium llmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Yogyakarta.

Koentjoro Purbopranoto, 1978, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan
Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung.

Marbun, S.F., Mahfud, Mohammad, 2009, Pokok-Pokok Hukum Administrasi
Negara, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Masthuri, Budhi, 2005, Mengenal Ombudsman Indonesia, PT. Pradnya Paramita,
Jakarta.

Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah
Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Nurtjahjo, Hendra, 2013, Memahami Maladministrasi, Ombudsman Republik
Indonesia, Jakarta.

Osborn, David, Plasterik, Peter, 2004, Memangkas Birokrasi: Lima Strategi
Menuju Pemerintah Wirausaha, terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan,
PPM, Jakarta.

Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta,
Jakarta.



Peranan Ombudsman Dalam Menyelesaikan Laporan Pungutan Liar Pada Bidang Pendidikan Di
Pemerintah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BRYAN TAMBUNAN, Hendry Julian Noor, S.H.,M.Kn.

UNIVERSITAS ) ) . ; . . . .
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Ratminto, dan Winarsih, Atik, 2006, Manajemen Pelayanan Pengembangan
Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan
Minimal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sadjijono, 2008, Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, Laksbang
Persindo, Yogyakarta.

Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Mandar
Maju, Bandung.

Sinambela, Lijan, 2007, Reformasi Pelayanan Publik, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Sirajuddin, Sukriono, Didik, Winardi, 2011, Hukum Pelayanan Publik Berbasis
Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Setara Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta.

Sujatmo,1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Balai Pustaka,
Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar
Grafika, Jakarta.

Tauda, Gunawan, 2012, Komisi Negara Independen, Genta Press, Yogyakarta.

Thamrin, Husni, 2013, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Aswaja Pressindo,
Jakarta.

Thoha, Miftah, 2012, Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan Di Indonesia,
Matapena Institute, Yogyakarta.

Tjandra, Riawan, 2004, Dinamika Peran Pemerintah dalam Perspektif Hukum
Administrasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Nomor 3851, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).



Peranan Ombudsman Dalam Menyelesaikan Laporan Pungutan Liar Pada Bidang Pendidikan Di
Pemerintah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BRYAN TAMBUNAN, Hendry Julian Noor, S.H.,M.Kn.

UNIVERSITAS ) ) . ; . . . .
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91).

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN?7/2003
Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.10 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 2).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Internet

Adanti, Pradita, Negara dengan Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia 2016
Adalah..,  http://health.liputan6.com/read/2664484/negara-dengan-sistem-
pendidikan-terbaik-di-dunia-2016-adalah, diakses tanggal 17 Februari 2017
pukul 02.25 WIB.

Iwe, Inilah  Kewenangan ORI  Jateng-DIY, LOD dan LOS,
http://jogja.tribunnews.com/2012/12/07/inilah-kewenangan-ori-jateng-diy-lod-
dan-los, diakses tanggal 22 April 2017 pukul 13.11 WIB.

Khaerur, Reza, “Pungli di Sekolah Jadi yang Terbanyak Dilaporkan ke ORI DIY”,
http://jogja.tribunnews.com/2016/10/19/pungli-di-sekolah-jadi-yang-
terbanyak-dilaporkan-ke-ori-diy, diakses tanggal 16 Februari 2017 pukul
03.51 WIB.

Marisa Elsera, Dunia Pendidikan Jadi Lahan Empuk Para Koruptor,
http://www.lensaindonesia.com/2012/05/03/dunia-pendidikan-jadi-lahan-
empuk-para-koruptor.html, diakses tanggal 6 Maret 2017 pukul 17.35 WIB.



http://health.liputan6.com/read/2664484/negara-dengan-sistem-pendidikan-terbaik-di-dunia-2016-adalah
http://health.liputan6.com/read/2664484/negara-dengan-sistem-pendidikan-terbaik-di-dunia-2016-adalah
http://jogja.tribunnews.com/2012/12/07/inilah-kewenangan-ori-jateng-diy-lod-dan-los
http://jogja.tribunnews.com/2012/12/07/inilah-kewenangan-ori-jateng-diy-lod-dan-los
http://jogja.tribunnews.com/2016/10/19/pungli-di-sekolah-jadi-yang-terbanyak-dilaporkan-ke-ori-diy
http://jogja.tribunnews.com/2016/10/19/pungli-di-sekolah-jadi-yang-terbanyak-dilaporkan-ke-ori-diy
http://www.lensaindonesia.com/2012/05/03/dunia-pendidikan-jadi-lahan-empuk-para-koruptor.html
http://www.lensaindonesia.com/2012/05/03/dunia-pendidikan-jadi-lahan-empuk-para-koruptor.html

Pemerintah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BRYAN TAMBUNAN, Hendry Julian Noor, S.H.,M.Kn.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Zainul, Arifin, Mendikbud Siapkan Payung Hukum Sekolah Sehari Penuh,
http://news.liputan6.com/read/2571892/mendikbud-siapkan-payung-hukum-
sekolah-sehari-penuh, diakses tanggal 19 Februari 2017 pukul 02.29 WIB.

, Data Kasus Korupsi Bidang Pendidikan 10 Tahun terakhir,
http://www.infodikdas.com/2016/05/Data-Kasus-Korupsi-Bidang-
Pendidikan-10-Tahun-Terakhir.html, diakses tanggal 17 Februari 2017
pukul 01.18 WIB sebagaimana dikutip dari www.republika.co.id.

, Nelson Mandela Quotes,
https://www.goodreads.com/author/quotes/367338.Nelson Mandela,
diakses tanggal 6 Maret 2017 pukul 17.08 WIB.

D. Jurnal dan Artikel

Atep, Barata, 2003, Standar Pelayanan Publik Di daerah, Jurnal Online, 19 Maret
2010, him. 4.

Soesilo, Zauhar, 2001, Administrasi Publik Sebuah Perbincangan Awal, Jurnal
Administrasi Negara, Vol.1, him.4.

Peranan Ombudsman Dalam Menyelesaikan Laporan Pungutan Liar Pada Bidang Pendidikan Di


http://news.liputan6.com/read/2571892/mendikbud-siapkan-payung-hukum-sekolah-sehari-penuh
http://news.liputan6.com/read/2571892/mendikbud-siapkan-payung-hukum-sekolah-sehari-penuh
http://www.infodikdas.com/2016/05/Data-Kasus-Korupsi-Bidang-Pendidikan-10-Tahun-Terakhir.html
http://www.infodikdas.com/2016/05/Data-Kasus-Korupsi-Bidang-Pendidikan-10-Tahun-Terakhir.html
http://www.republika.co.id/
https://www.goodreads.com/author/quotes/367338.Nelson_Mandela

